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Judul SOP AP

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 1. Pendidikan minimal SLTA
Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan Informasi
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi  |3. Memahami dan dapat menguasai teknologi Informasi

Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024; )
Fs_ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 1. Daftar Informasi Publik

2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi 2. Komputer dan Jaringan Internet
3. SOP Penetapan dari Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 3. Printer

4. SOP Penetapan dari Pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan 4. Alat Tulis Kantor

5. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggung | Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy
ljawabkan oleh instansi
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